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I. UMUM 

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional menetapkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin 
terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan 
dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib belajar 
pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia 
dalam mencapai pendidikan untuk semua (education for all). 

Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan 
pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa 
membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. 
Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan 
pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban 
memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar. 

Program wajib belajar diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar pada 
jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dan harus dapat 
menampung anak yang normal maupun yang berkelainan dan mempunyai 
hambatan. Peraturan tentang program wajib belajar mencakup hak dan 
kewajiban warga negara Indonesia, tanggung jawab Pemerintah dan 
pemerintah daerah.  

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar perlu dievaluasi 
pencapaiannya minimal setiap tiga tahun. Sebagai bentuk dari akuntabilitas 
publik, masyarakat berhak mendapat data dan informasi tentang hasil 
evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar tersebut.  

Program wajib belajar merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia 
di luar negeri.  

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
 Pasal 1 

 Cukup jelas. 
 
 Pasal 2 

 Cukup jelas. 
 
 

Pasal 3 . . . 
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 Pasal 3 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
Yang dimaksud SD termasuk SDLB. Yang dimaksud SMP termasuk 
SMPLB. 
Bentuk lain yang sederajat dengan SD dan MI antara lain Paket A, 
pendidikan diniyah dasar, dan Adi Vidyalaya (AV), sedangkan bentuk 
lain yang sederajat dengan SMP dan MTs antara lain Paket B, 
pendidikan diniyah menengah pertama, dan Madyama Vidyalaya. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas.  

 Ayat (4) 
  Cukup jelas.  

 Ayat (5) 
  Cukup jelas.  

 
 Pasal 4 

 Cukup jelas. 
 
 Pasal 5 

 Cukup jelas. 
 
 Pasal 6 

 Cukup jelas. 
 
 Pasal 7 

Ayat (1) 
  Cukup jelas.  
Ayat (2)  

Program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah antara 
lain MI dan MTs yang berada di dalam pembinaan Departemen 
Agama,  atau SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
karena kondisi tertentu atau berlokasi di luar negeri.  

Ayat (3) 
  Cukup jelas.  

Ayat (4) 
  Cukup jelas.  

Ayat (5) 
  Cukup jelas. 

 
 
 

Ayat (6) . . . 
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Ayat (6)  
Sanksi administratif dalam ketentuan ini dapat berupa tindakan 
paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar, penghentian 
sementara atau penundaan pelayanan kepemerintahan. 

 
 Pasal 8 

  Cukup jelas. 
 
 Pasal 9 

 Cukup jelas. 
  

 Pasal 10 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 11 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 12 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 13 

Ayat (1) 
Bentuk pelaksanaan hak masyarakat, antara lain: 

a. ikut memberikan masukan untuk pelaksanaan program; 

b. mengikut sertakan anaknya yang berusia 7 sampai dengan 15 
tahun untuk mengikuti program wajib belajar; 

c. ikut memantau, mengawasi pelaksanaan wajib belajar, memantau 
anak usia wajib belajar yang belum mengikuti wajib belajar, 
menyelenggarakan program wajib belajar di sekitar tempat 
tinggalnya; 

d. ikut memberi penilaian tentang keterlaksanaan program wajib 
belajar, mendata anak usia wajib belajar, ikut serta dalam proses 
pembelajaran dan penilaian, serta keberlangsungan program wajib 
belajar. 

Ayat (2) 
Bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat, antara lain: 

a. sebagai orangtua memberikan pendidikan dasar bagi anaknya 
yang sesuai program wajib belajar; 

b. berperanserta dalam bentuk pemberian dukungan sumberdaya 
(dana, sarana dan prasarana, tenaga, penyelenggaraan, 
manajemen) menjadi orang tua asuh. 

 
 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 14 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 15 
    Cukup jelas. 

 
Pasal 16 
    Cukup jelas. 
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